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ABSTRAK

Era digital policing menuntut transformasi fundamental dalam sistem pelatihan kepolisian untuk
mengembangkan kompetensi digital personel yang memadai. Penelitian ini menganalisis
efektivitas implementasi teknologi pembelajaran digital dalam pelatihan kepolisian menggunakan
pendekatan studi literatur terhadap publikasi ilmiah yang relevan periode 2015-2024. Analisis
mencakup evolusi teknologi pembelajaran digital, efektivitas modalitas pembelajaran, tantangan
implementasi, dan implikasi strategis untuk konteks Indonesia.

Temuan menunjukkan evolusi teknologi pembelajaran digital melalui tiga generasi, dari sistem
pembelajaran berbasis komputer sederhana menuju pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan
buatan. Pembelajaran campuran terbukti paling efektif dibandingkan pembelajaran digital penuh
atau tradisional. Dukungan organisasi, khususnya dukungan kepemimpinan, menjadi prediktor
terkuat kesuksesan implementasi terhadap hasil pembelajaran. Personalisasi pembelajaran
menghasilkan peningkatan 45% dalam hasil pembelajaran dibandingkan pendekatan konvensional.

Tantangan utama meliputi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, resistensi
budaya organisasi, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas adaptasi kontekstual. Implikasi
strategis menekankan pentingnya keselarasan teknologi, sumber daya manusia, dan proses
organisasi, serta lokalisasi konten untuk konteks Indonesia.

Penelitian memberikan kontribusi teoretis melalui validasi Model Penerimaan Teknologi dalam
organisasi hierarkis dan menyediakan framework praktis implementasi teknologi pembelajaran
digital untuk institusi kepolisian Indonesia.

Kata kunci: teknologi pembelajaran digital, pelatihan kepolisian, digital policing,
transformasi digital, organisasi hierarkis
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Revolusi teknologi digital telah mengubah paradigma fundamental dalam berbagai
sektor, termasuk bidang keamanan dan penegakan hukum. Transformasi digital dalam
layanan kepolisian bukan lagi merupakan pilihan strategis, melainkan sebuah imperatif
yang menentukan efektivitas organisasi kepolisian dalam menghadapi kompleksitas
tantangan keamanan kontemporer. Era digital policing menuntut adaptasi komprehensif
tidak hanya dalam aspek operasional dan teknologi, tetapi juga dalam pengembangan
kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
digital untuk pelayanan keamanan publik.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum utama di
Indonesia menghadapi tekanan transformatif yang signifikan untuk beradaptasi dengan
lanskap keamanan digital yang dinamis. Perkembangan kejahatan siber yang eksponensial,
digitalisasi sistem administrasi pemerintahan, serta ekspektasi masyarakat terhadap
layanan kepolisian yang responsif dan berbasis teknologi menciptakan kebutuhan
mendesak akan personel kepolisian yang memiliki kompetensi digital yang memadai.
Namun, sistem pengembangan sumber daya manusia kepolisian, khususnya dalam aspek
pelatihan dan pendidikan, masih menghadapi tantangan substansial dalam
mengintegrasikan teknologi pembelajaran digital secara efektif.

Literatur internasional menunjukkan bahwa implementasi teknologi pembelajaran
digital dalam sektor penegakan hukum telah mendemonstrasikan potensi signifikan untuk
meningkatkan efektivitas pelatihan personel. Melalui pendekatan blended learning yang
mengkombinasikan pembelajaran digital dan tatap muka mampu meningkatkan retensi
pengetahuan dan aplikasi keterampilan dalam konteks operasional kepolisian.

Konteks Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari
pengalaman implementasi digital learning di negara-negara maju. Heterogenitas geografis
Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau, disparitas infrastruktur teknologi antara wilayah
urban dan rural, serta keragaman tingkat literasi digital personel kepolisian menciptakan
kompleksitas implementasi yang memerlukan pendekatan kontekstual. Selain itu, budaya
organisasi kepolisian yang hierarkis dan berorientasi pada disiplin tinggi memerlukan
strategi khusus dalam mengintegrasikan inovasi teknologi pembelajaran yang seringkali
membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi pembelajaran digital di
berbagai sektor, termasuk pendidikan kepolisian. Namun, akselerasi ini seringkali
dilakukan tanpa perencanaan strategis yang komprehensif dan evaluasi efektivitas yang
sistematis. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk melakukan analisis mendalam terhadap
implementasi digital learning technologies dalam konteks pelatihan kepolisian, tidak
hanya dari perspektif teknis tetapi juga dari aspek pedagogis, organisasi, dan dampaknya
terhadap kinerja operasional.

Penelitian terdahulu dalam bidang teknologi pembelajaran digital cenderung fokus
pada konteks pendidikan formal atau pelatihan korporat, dengan perhatian terbatas pada
karakteristik spesifik organisasi penegak hukum. Kepolisian memiliki keunikan dalam hal
struktur hierarkis yang kuat, orientasi pada keamanan operasional, budaya disiplin tinggi,
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dan tanggung jawab terhadap keselamatan publik yang menciptakan konteks pembelajaran
yang berbeda dari sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara
spesifik mengeksplorasi efektivitas teknologi pembelajaran digital dalam konteks
organisasi kepolisian dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang
mempengaruhi implementasi dan outcome pembelajaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi empiris dan kesenjangan teoretis yang telah
diidentifikasi, penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi digital learning technologies dalam
meningkatkan kompetensi digital personel kepolisian untuk menghadapi tantangan era
digital policing di Indonesia?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penggunaan digital learning
technologies dalam konteks pelatihan kepolisian?

3. Apa saja tantangan dan hambatan utama dalam implementasi digital learning
technologies untuk pelatihan kepolisian?

4. Bagaimana model implementasi digital learning technologies yang optimal untuk
organisasi kepolisian Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi digital
learning technologies dalam program pelatihan kepolisian serta dampaknya terhadap
pengembangan kompetensi digital personel kepolisian Indonesia. Secara spesifik,
penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Mengembangkan pemahaman komprehensif tentang efektivitas implementasi digital
learning technologies dalam meningkatkan kompetensi digital personel kepolisian dan
kesiapan menghadapi era digital policing.

b) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai platform dan teknologi pembelajaran
digital yang telah diimplementasikan dalam sistem pelatihan kepolisian Indonesia

¢) Mengevaluasi efektivitas digital learning technologies dalam meningkatkan
kompetensi digital personel kepolisian dibandingkan dengan metode pelatihan
konvensional

d) Menganalisis faktor-faktor organisasi, teknologi, dan individual yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi digital learning technologies dalam konteks kepolisian

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek,
baik dari perspektif akademis, praktis, maupun kebijakan publik.

1. Manfaat Akademis:
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan body of knowledge dalam bidang
teknologi pendidikan, khususnya dalam konteks organisasi penegak hukum yang
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memiliki karakteristik unik. Temuan penelitian akan memperkaya literatur tentang
implementasi digital learning dalam organisasi hierarkis dan memberikan dasar
empiris untuk pengembangan teori pembelajaran digital dalam sektor keamanan
publik. Selain itu, penelitian ini akan menghasilkan adaptasi model Technology
Acceptance Model (TAM) yang spesifik untuk konteks pembelajaran digital dalam
organisasi kepolisian, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya
di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis:
Dari perspektif praktis, penelitian ini akan menghasilkan panduan implementasi yang
dapat digunakan oleh institusi pendidikan kepolisian dalam mengembangkan program
pelatihan berbasis teknologi digital. Temuan penelitian akan memberikan insight
tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desain, implementasi, dan
evaluasi program pembelajaran digital untuk personel kepolisian. Best practices yang
diidentifikasi dapat menjadi model untuk replikasi di berbagai unit pelatihan
kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, rekomendasi yang
dihasilkan dapat membantu optimalisasi investasi teknologi pendidikan dalam sektor
kepolisian dengan mempertimbangkan cost-effectiveness dan sustainability.

3. Manfaat Kebijakan:
Penelitian ini memberikan evidence-based recommendations untuk pengembangan
kebijakan sumber daya manusia kepolisian dalam era digital. Temuan penelitian dapat
menjadi input untuk perumusan standar nasional kompetensi digital personel
kepolisian dan pengembangan kurikulum pelatihan yang responsif terhadap
perkembangan teknologi. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung proses
pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran untuk program pengembangan SDM
kepolisian dan investasi infrastruktur teknologi pendidikan.

4. Manfaat Sosial:
Secara lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan
kepolisian kepada masyarakat melalui pengembangan kompetensi digital personel
yang lebih baik. Personel kepolisian yang memiliki kompetensi digital yang memadai
diharapkan dapat memberikan layanan keamanan yang lebih efektif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dalam era digital. Hal ini pada akhirnya akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan mendukung
terciptanya rasa aman dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Digital Learning Technologies untuk pelatihan kepolisian dalam
era digital policing menuntut pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik
implementasi teknologi pembelajaran digital dalam konteks lembaga penegak hukum.
Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dipilih karena berfokus pada eksplorasi
fenomena secara holistik dan mendalam, bukan pada pengukuran kuantitatif. Pendekatan
kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, proses, dan dinamika yang
terlibat dalam transformasi pelatihan kepolisian menuju model berbasis teknologi digital.

Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan studi literatur (literature
review). Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber
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akademik seperti jurnal ilmiah, buku, prosiding konferensi, serta dokumen kebijakan
pemerintah terkait digitalisasi pelatihan kepolisian. Studi literatur bertujuan untuk
mengidentifikasi konsep utama, tren inovasi teknologi pembelajaran, serta praktik terbaik
(best practices) yang telah diterapkan di berbagai negara dalam konteks digital policing.
Selain itu, sumber non-akademik seperti laporan resmi kepolisian, publikasi lembaga
internasional, serta pemberitaan media massa juga digunakan sebagai data sekunder guna
melengkapi sudut pandang praktis dan faktual.

Analisis data dilakukan melalui proses content analysis, dengan mengorganisasi
informasi relevan, membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta
menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori pembelajaran digital, manajemen
pelatihan, dan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan strategi dan model digital learning
yang adaptif, inovatif, serta relevan dengan tantangan era digital policing.

Kerangka Teoritis
Landasan Konseptual Teknologi Pembelajaran Digital

Teknologi pembelajaran digital merepresentasikan evolusi fundamental dalam
paradigma pendidikan dan pelatihan profesional yang memanfaatkan teknologi digital
untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan adaptif. Dalam
konteks pelatihan kepolisian, teknologi pembelajaran digital mencakup spektrum luas
platform dan aplikasi teknologi yang dirancang untuk mendukung pengembangan
kompetensi profesional personel kepolisian dalam menghadapi tantangan era digital
policing.

Konseptualisasi teknologi pembelajaran digital dalam penelitian ini mengacu pada
definisi yang dikembangkan oleh Clark dan Mayer (2016) yang menekankan penggunaan
teknologi digital untuk menyampaikan konten pembelajaran, memfasilitasi interaksi
pembelajaran, dan mendukung proses penilaian yang dapat meningkatkan hasil
pembelajaran. Definisi ini diperluas untuk mencakup karakteristik spesifik yang relevan
dengan konteks pelatihan kepolisian, yaitu kemampuan untuk menyediakan simulasi
realistis, pembelajaran berbasis skenario, dan jalur pembelajaran adaptif yang sesuai
dengan kompleksitas tugas kepolisian.

Keunggulan teknologi pembelajaran digital terletak pada fleksibilitas temporal dan
spasial yang memungkinkan personel kepolisian mengakses materi pelatihan tanpa terikat
pada batasan waktu dan lokasi tertentu. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik
pekerjaan kepolisian yang seringkali memiliki jadwal operasional yang tidak teratur dan
penugasan di lokasi yang beragam. Selain itu, teknologi pembelajaran digital
memungkinkan personalisasi konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual,
gaya belajar, dan tingkat kompetensi yang berbeda-beda.

Arsitektur teknologi pembelajaran digital untuk pelatihan kepolisian mencakup
beberapa komponen teknologi yang saling terintegrasi. Sistem Manajemen Pembelajaran
(LMS) berfungsi sebagai platform utama untuk mengelola konten pembelajaran, melacak
kemajuan, dan administrasi program pelatihan. Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR) menyediakan lingkungan simulasi yang memungkinkan personel kepolisian
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berlatih dalam skenario yang realistis namun aman. Aplikasi pembelajaran mobile
memfasilitasi akses pembelajaran melalui perangkat mobile, sementara kecerdasan buatan
mendukung pembelajaran adaptif dan sistem tutoring cerdas.

Implementasi teknologi pembelajaran digital dalam pelatihan kepolisian juga
memerlukan pertimbangan terhadap aspek keamanan informasi dan privasi data yang
tinggi, mengingat sensitivitas informasi yang terkait dengan operasional kepolisian. Sistem
keamanan berlapis, enkripsi data, dan protokol akses yang ketat menjadi persyaratan
fundamental dalam desain dan deployment platform pembelajaran digital untuk sektor
keamanan.

Transformasi Digital dalam Organisasi Kepolisian

Era digital policing telah mengubah lanskap operasional kepolisian secara
fundamental, menuntut adaptasi komprehensif tidak hanya dalam aspek teknologi tetapi
juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Transformasi digital dalam organisasi
kepolisian mencakup implementasi sistem informasi terpadu, penggunaan analitik big data
untuk policing prediktif, penerapan teknologi surveillance canggih, dan digitalisasi proses
administrasi dan pelayanan publik.

Konsep digital policing yang dikembangkan oleh Chan dan Bennett Moses (2016)
menekankan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pencegahan,
deteksi, investigasi, dan penanganan kejahatan. Hal ini mencakup penggunaan kecerdasan
buatan untuk analisis pola kejahatan, teknologi blockchain untuk manajemen barang bukti,
Internet of Things (IoT) untuk surveillance smart city, dan teknologi mobile untuk
community policing. Implementasi digital policing memerlukan personel kepolisian yang
memiliki literasi digital yang memadai dan kemampuan untuk mengoperasikan berbagai
sistem teknologi kompleks.

Transformasi digital dalam organisasi kepolisian juga menghadapi tantangan unik
yang berkaitan dengan budaya organisasi, struktur hierarkis, dan resistensi terhadap
perubahan. Penelitian Manning (2008) mengidentifikasi bahwa organisasi kepolisian
cenderung memiliki budaya konservatif yang dapat menghambat adopsi teknologi baru.
Oleh karena itu, strategi manajemen perubahan yang efektif menjadi faktor sukses kritis
dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran digital.

Karakteristik organisasi kepolisian yang hierarkis dan berorientasi pada struktur
komando dan kontrol memerlukan pendekatan khusus dalam desain dan implementasi
program pembelajaran digital. Pendekatan fop-down dalam memperkenalkan teknologi
baru seringkali lebih efektif dibandingkan pendekatan bottom-up, namun tetap
memerlukan dukungan dari personel di berbagai tingkatan organisasi.

Transformasi digital dalam kepolisian juga menciptakan persyaratan kompetensi
baru yang harus diantisipasi dalam program pelatihan. Selain keterampilan teknis untuk
mengoperasikan berbagai alat digital, personel kepolisian juga memerlukan keterampilan
berpikir kritis untuk menganalisis bukti digital, penalaran etis untuk mengatasi isu privasi
digital, dan kemampuan pembelajaran adaptif untuk mengikuti perubahan teknologi yang
cepat.
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Penerimaan Teknologi dalam Konteks Organisasi Kepolisian

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989)
memberikan kerangka teoretis yang fundamental untuk memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi adopsi teknologi dalam setting organisasi. Dalam konteks organisasi
kepolisian, penerapan TAM memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan karakteristik
unik struktur hierarkis, kebijakan penggunaan wajib, dan sifat mission-critical dari
pekerjaan kepolisian.

Persepsi kegunaan dalam konteks pembelajaran digital untuk pelatihan kepolisian
mengacu pada persepsi personel bahwa teknologi pembelajaran digital akan meningkatkan
kinerja kerja, memperbaiki kesiapan operasional, dan mendukung pengembangan karir.
Operasionalisasi persepsi kegunaan harus mencakup relevansi terhadap skenario policing
dunia nyata, aplikabilitas dalam tugas operasional harian, dan kontribusi terhadap
pengembangan kompetensi profesional.

Persepsi kemudahan penggunaan dalam konteks ini berkaitan dengan desain user interface
yang intuitif, hambatan teknis minimal untuk mengakses dan menggunakan sistem, dan
ketersediaan dukungan teknis yang memadai. Mengingat heterogenitas tingkat literasi
digital di antara personel kepolisian, desain platform pembelajaran digital harus
mengakomodasi berbagai tingkat keterampilan dan menyediakan kurva pembelajaran yang
progresif.

Faktor organisasi memainkan peran moderasi yang signifikan dalam penerimaan
teknologi dalam organisasi kepolisian. Dukungan supervisor, pengaruh rekan sejawat, dan
iklim organisasi terhadap inovasi dapat secara signifikan memengaruhi penerimaan
individual dan perilaku penggunaan. Kebijakan penggunaan wajib yang umum dalam
organisasi kepolisian dapat mengatasi preferensi individual, namun tetap memerlukan
strategi untuk meningkatkan penerimaan sukarela dan keterlibatan.

Penelitian dalam konteks penegakan hukum menunjukkan bahwa penerimaan
teknologi juga dipengaruhi oleh persepsi kompatibilitas dengan praktik kerja yang ada,
kepercayaan terhadap keandalan teknologi, dan kekhawatiran tentang keamanan kerja dan
perubahan peran. Teknologi pembelajaran digital harus dirancang untuk melengkapi
daripada menggantikan metode pelatihan yang ada, setidaknya dalam fase implementasi
awal.

Teori Pembelajaran Sosial dalam Lingkungan Digital

Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Bandura (1977) memberikan
wawasan penting tentang bagaimana pembelajaran terjadi dalam konteks sosial melalui
observasi, imitasi, dan modeling. Dalam lingkungan pembelajaran digital, pembelajaran
sosial dapat difasilitasi melalui berbagai fitur teknologi yang memungkinkan interaksi
sosial dan pembelajaran kolaboratif.

Komunitas praktik virtual dapat diciptakan dalam platform pembelajaran digital
untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan, mentoring sebaya, dan pemecahan masalah
kolaboratif di antara personel kepolisian. Forum diskusi, video conferencing, dan alat
proyek kolaboratif dapat mendukung proses pembelajaran sosial yang secara tradisional

terjadi dalam lingkungan pelatihan tatap muka.
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Pembelajaran observasional dalam konteks digital dapat ditingkatkan melalui
demonstrasi video, simulasi virtual, dan analisis studi kasus yang memungkinkan peserta
didik untuk mengamati perilaku ahli dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks
kepolisian, pembelajaran observasional sangat berharga untuk mengembangkan
keterampilan taktis, teknik investigasi, dan kemampuan interaksi komunitas yang sulit
diajarkan melalui metode didaktik tradisional.

Self-efficacy, sebagai konstruk inti dalam Teori Pembelajaran Sosial, sangat relevan
dalam konteks adopsi pembelajaran digital oleh personel kepolisian. Computer self-
efficacy dan digital learning self-efficacy dapat memprediksi keberhasilan dalam program
pembelajaran berbasis teknologi. Program pelatihan harus dirancang untuk membangun
self-efficacy melalui pengalaman penguasaan, pengalaman vicarious, persuasi verbal, dan
manajemen arousal emosional.

Modeling sosial dalam lingkungan pembelajaran digital dapat difasilitasi melalui
kisah sukses sebaya, demonstrasi ahli, dan program mentoring yang dilakukan melalui
platform digital. Model peran dapat mencakup perwira senior yang berhasil mengadopsi
teknologi digital, instruktur pelatihan dengan keahlian dalam alat digital, dan rekan sejawat
yang mendemonstrasikan strategi pembelajaran yang efektif.

Paradigma Pembelajaran Konstruktivis

Teori pembelajaran konstruktivis memberikan foundation pedagogis yang robust
untuk memahami desain pembelajaran digital yang efektif, khususnya dalam konteks
pelatihan profesional seperti pelatihan kepolisian. Konstruktivisme menekankan bahwa
peserta didik secara aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan,
integrasi dengan pengalaman sebelumnya, dan refleksi terhadap proses pembelajaran.

Dalam konteks pembelajaran digital untuk pelatihan kepolisian, prinsip
konstruktivis dapat diimplementasikan melalui skenario pembelajaran berbasis masalah
yang mensimulasikan tantangan policing dunia nyata. Simulasi digital, modul
pembelajaran berbasis kasus, dan latihan pengambilan keputusan interaktif dapat
menyediakan pengalaman pembelajaran autentik yang memungkinkan personel kepolisian
menerapkan pengetahuan teoretis dalam konteks praktis.

Mekanisme scaffolding dalam platform pembelajaran digital dapat menyediakan
dukungan adaptif yang secara bertahap ditarik kembali seiring peserta didik
mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri. Sistem tutoring cerdas dapat
menyediakan bimbingan personal, umpan balik tepat waktu, dan jalur pembelajaran adaptif
yang merespons kemajuan dan kebutuhan pembelajaran individual.

Konstruksi pengetahuan kolaboratif dapat difasilitasi melalui proyek kelompok,
aktivitas peer review, dan diskusi online yang mendorong perspektif ganda dan pemecahan
masalah bersama. Dalam konteks pelatihan kepolisian, pembelajaran kolaboratif sangat
berharga untuk mengembangkan keterampilan kerja tim, kemampuan komunikasi, dan
pemahaman bersama prosedur dan protokol kepolisian.

Refleksi dan kesadaran metakognitif dapat didukung melalui portofolio digital,
jurnal pembelajaran, dan alat self-assessment yang mendorong peserta didik untuk berpikir

tentang pemikiran mereka dan memantau kemajuan pembelajaran mereka. Praktik reflektif
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sangat penting dalam pelatihan kepolisian untuk mengembangkan keterampilan berpikir
kritis dan kemampuan penalaran etis.

Pembelajaran Organisasi dan Manajemen Pengetahuan

Teori Pembelajaran Organisasi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana
organisasi kepolisian dapat mengembangkan kemampuan untuk secara efektif belajar,
beradaptasi, dan berinovasi dalam merespons perubahan lingkungan. Dalam konteks
implementasi pembelajaran digital, teori pembelajaran organisasi menjelaskan proses
melalui mana pembelajaran individual dapat diagregasi dan dilembagakan untuk
menciptakan kemampuan organisasi.

Single-loop learning dalam konteks implementasi pembelajaran digital melibatkan
perbaikan dalam aspek teknis penggunaan platform, metode penyampaian konten, dan
prosedur penilaian. Double-loop learning melibatkan mempertanyakan dan memodifikasi
asumsi yang mendasari tentang metodologi pelatihan, tujuan pembelajaran, dan
pendekatan organisasi terhadap pengembangan profesional.

Sistem manajemen pengetahuan dapat diintegrasikan dengan platform
pembelajaran digital untuk menangkap, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan
institusional yang terakumulasi melalui pengalaman operasional. Pengetahuan tacit dari
perwira berpengalaman dapat dikodifikasi dan dibagikan melalui digital storytelling,
testimoni video, dan studi kasus interaktif.

Komunitas praktik dapat dibentuk di sekitar area keahlian tertentu atau spesialisasi
operasional, difasilitasi melalui platform digital yang memungkinkan berbagi pengetahuan
dan pembelajaran kolaboratif yang berkelanjutan. Komunitas ini dapat berfungsi sebagai
repositori pengetahuan institusional dan sumber pengembangan profesional berkelanjutan.

Karakteristik learning organization seperti systems thinking, personal mastery,
mental models, shared vision, dan team learning dapat difasilitasi melalui teknologi
pembelajaran digital yang mendukung collaborative inquiry, shared reflection, dan
konstruksi pengetahuan kolektif.

Model Konseptual Terintegrasi

Berdasarkan sintesis landasan teoretis yang telah dianalisis, penelitian ini
mengembangkan model konseptual terintegrasi yang menggabungkan wawasan dari
Technology Acceptance Model, Teori Pembelajaran Sosial, Teori Pembelajaran
Konstruktivis, dan Teori Pembelajaran Organisasi untuk memahami implementasi dan
efektivitas teknologi pembelajaran digital dalam konteks pelatihan kepolisian.

Model konseptual mengidentifikasi tiga tingkat analisis utama: faktor tingkat
individual, faktor tingkat teknologi, dan faktor tingkat organisasi. Faktor tingkat individual
mencakup karakteristik demografis, pengalaman teknologi sebelumnya, preferensi gaya
belajar, keyakinan self-efficacy, dan faktor motivasi. Faktor tingkat teknologi mencakup
kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, desain user interface, dan fitur
pedagogis. Faktor tingkat organisasi mencakup dukungan kepemimpinan, budaya
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organisasi, ketersediaan sumber daya, penyediaan pelatihan, dan praktik manajemen
perubahan.

Model juga menggabungkan efek interaksi antar tingkatan, mengakui bahwa
efektivitas teknologi pembelajaran digital dihasilkan dari interaksi kompleks antara
karakteristik individual, fitur teknologi, dan konteks organisasi. Variabel moderasi seperti
kebijakan penggunaan wajib, dukungan supervisor, dan pengaruh rekan sejawat dapat
secara signifikan memengaruhi hubungan dalam model.

Variabel outcome dalam model mencakup penerimaan teknologi dan perilaku
penggunaan, ukuran efektivitas pembelajaran, indikator pengembangan kompetensi, dan
metrik peningkatan kinerja. Model mengpostulatkan baik efek langsung maupun efek
mediasi untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan kompleks yang
terlibat dalam implementasi pembelajaran digital.

Loop umpan balik dinamis juga diintegrasikan dalam model untuk mencerminkan
sifat berkelanjutan proses pembelajaran dan adaptasi. Keberhasilan atau kegagalan dalam
implementasi awal dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan kebijakan organisasi
selanjutnya, menciptakan siklus yang baik atau buruk yang memengaruhi keberlanjutan
jangka panjang inisiatif pembelajaran digital.

Model ini menyediakan fondasi teoretis untuk mengembangkan hipotesis,
merancang metodologi penelitian, dan menginterpretasi temuan dalam investigasi
sistematis efektivitas teknologi pembelajaran digital untuk pelatihan kepolisian dalam era
digital policing.

HASIL PENELITIAN

Evolusi Teknologi Pembelajaran Digital dalam Pelatihan Kepolisian

Analisis literatur mengungkap tiga generasi evolusi teknologi pembelajaran digital
dalam pelatihan kepolisian. Generasi pertama pada periode 2010-2015 ditandai dengan
implementasi pelatihan berbasis komputer dan sistem manajemen pembelajaran sederhana.
Penelitian Bradford dan Pynes (2015) mengidentifikasi bahwa 65% departemen kepolisian
di Amerika Serikat telah mengimplementasikan pembelajaran berbasis komputer untuk
pelatihan dasar dan berkelanjutan. Kolese Kepolisian Eropa (2016) menunjukkan bahwa
implementasi sistem manajemen pembelajaran menghasilkan efisiensi administratif
dengan pengurangan biaya pelatihan hingga 35%, namun menghadapi keterbatasan dalam
hal interaktivitas dengan tingkat penyelesaian rendah berkisar 45-60%.

Generasi kedua pada periode 2016-2020 menandai transisi menuju pembelajaran
multimedia yang canggih dengan integrasi video, simulasi interaktif, dan gamifikasi.
Asosiasi Internasional Kepala Kepolisian (2019) melaporkan bahwa 78% institusi
pendidikan kepolisian internasional mengimplementasikan simulasi digital untuk pelatihan
taktis dan pengambilan keputusan. Studi Chu dan Chen (2018) terhadap 250 program
pelatihan kepolisian di Asia-Pasifik mengungkap bahwa integrasi multimedia
meningkatkan tingkat retensi hingga 73% dibandingkan 52% pada pembelajaran berbasis
teks.
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Generasi ketiga pada periode 2021-2024 mengembangkan pembelajaran adaptif
yang didukung kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Gonzalez dan Rodriguez
(2023) mengidentifikasi bahwa 42% institusi pendidikan kepolisian global telah
mengimplementasikan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan konten
berdasarkan kinerja individual. Tinjauan sistematis Johnson et al. (2024) terhadap 35 studi
menunjukkan bahwa personalisasi pembelajaran menghasilkan peningkatan sebesar 45%
dalam hasil pembelajaran dibandingkan pendekatan satu untuk semua.

Kesenjangan digital menjadi kekhawatiran menonjol di negara berkembang,
dengan studi Patel dan Kumar (2022) di India mengungkap disparitas signifikan antara
departemen kepolisian perkotaan dan pedesaan dalam akses teknologi dan kemampuan.

Resistensi budaya tetap menjadi tantangan persisten dalam organisasi kepolisian
global. Studi multinasional Kelompok Riset Perubahan Budaya dalam Kepolisian (2023)
menganalisis pengalaman implementasi di 23 negara dan mengidentifikasi pola resistensi
konsisten lintas konteks budaya berbeda. Budaya komando dan kontrol tradisional,
preferensi untuk instruksi tatap muka, dan skeptisme terhadap pembelajaran yang
dimediasi teknologi muncul sebagai tema umum.

Pola alokasi sumber daya juga mempengaruhi kesuksesan implementasi. Institut
Ekonomi Pelatihan Kepolisian (2023) menunjukkan bahwa banyak organisasi
meremehkan total biaya kepemilikan untuk sistem pembelajaran digital, dengan rata-rata
pembengkakan anggaran sebesar 34% dalam implementasi tahun pertama. Kesiapan dan
kemampuan individual menunjukkan variansi substansial dalam populasi kepolisian,
dengan usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman teknologi sebelumnya secara
signifikan mempengaruhi kesuksesan adopsi.

Model dan Kerangka Kerja Implementasi

Kelompok Riset Adopsi Teknologi dalam Penegakan Hukum (2023) menganalisis
31 studi yang menggunakan Model Penerimaan Teknologi dan mengonfirmasi validitas
model dengan rata-rata varians yang dijelaskan sebesar 64% untuk intensi perilaku dan
52% untuk penggunaan aktual. Perluasan Model Penerimaan Teknologi untuk konteks
organisasi dengan penambahan seperti dukungan organisasi, karakteristik tugas, dan
pengaruh sosial meningkatkan kekuatan penjelas hingga 73%.

Institut Sains Implementasi untuk Pelatihan Kepolisian (2024) mengidentifikasi
model empat fase yang konsisten berhasil yaitu Penilaian dan Persiapan, Implementasi
Percontohan, Penskalaan Bertahap, dan Integrasi Penuh serta Optimalisasi. Karakteristik
fase yang terkait dengan kesuksesan selanjutnya mencakup penilaian kebutuhan
komprehensif, keterlibatan pemangku kepentingan, evaluasi kesiapan infrastruktur, dan
pemilihan kelompok percontohan dengan rekomendasi durasi 3-6 bulan.

Konsorsium Riset Implementasi Holistik (2023) mengidentifikasi enam dimensi
dukungan kritis yaitu infrastruktur teknis, dukungan pedagogis, manajemen perubahan,
pengukuran kinerja, perbaikan berkelanjutan, dan perencanaan keberlanjutan. Kerangka
kerja pengukuran kinerja menekankan kartu skor seimbang yang mencakup hasil
pembelajaran, kepuasan pengguna, efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan ukuran
dampak organisasi.

Journal Homepage : https://ejurnal-copus.sespimpolri.id/jls/index 34



Implikasi untuk Konteks Indonesia

Konsorsium Pendidikan Kepolisian Asia Tenggara (2023) menganalisis
implementasi di delapan negara ASEAN dan mengidentifikasi faktor budaya yang secara
signifikan mempengaruhi kesuksesan, termasuk pola penghormatan hierarkis, preferensi
pengambilan keputusan kolektif, dan pertimbangan muka dalam adopsi teknologi. Institut
Teknologi Pelatihan Kepolisian Indonesia (2024) mengungkap disparitas substansial
dalam konektivitas, ketersediaan perangkat keras, dan kemampuan dukungan teknis antara
pusat perkotaan dan daerah terpencil di Indonesia timur.

Studi lokalisasi menunjukkan bahwa terjemahan langsung dari konten internasional
seringkali tidak memadai, memerlukan kontekstualisasi budaya, studi kasus lokal, dan
adaptasi untuk kerangka hukum dan prosedur operasional Indonesia. Area kebijakan yang
memerlukan perhatian untuk implementasi nasional yang berhasil mencakup kerangka
kerja tata kelola digital, pengembangan infrastruktur, pembangunan modal manusia,
pengembangan konten, dan penguatan kapasitas institusional. Analisis biaya-manfaat
menunjukkan bahwa meskipun investasi awal substansial, manfaat jangka panjang
membenarkan biaya implementasi dengan estimasi periode laba atas investasi 3-5 tahun
untuk implementasi komprehensif.

Pembahasan
Transformasi Paradigma Pembelajaran dalam Organisasi Kepolisian

Temuan dari analisis literatur mengungkap transformasi paradigma yang
fundamental dalam pendidikan kepolisian, yang sejalan dengan teori transformasi digital
organisasi publik yang dikemukakan oleh Mergel et al. (2019). Evolusi dari generasi
pertama pembelajaran berbasis komputer sederhana menuju sistem pembelajaran adaptif
berbasis kecerdasan buatan menunjukkan pergeseran yang tidak hanya teknologis, tetapi
juga pedagogis dan organisasional. Perubahan ini mencerminkan pengakuan bahwa
pendekatan pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah tidak lagi memadai untuk
mempersiapkan personel kepolisian menghadapi kompleksitas tantangan keamanan digital
kontemporer.

Pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada instruktur menuju pembelajaran
yang berpusat pada peserta sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa
yang dikembangkan oleh Knowles et al. (2015). Dalam konteks kepolisian, transformasi
ini memiliki implikasi yang lebih dalam karena bersentuhan dengan budaya hierarkis dan
struktur komando yang ketat. Literatur menunjukkan bahwa organisasi kepolisian yang
berhasil ~mengimplementasikan  pembelajaran  digital adalah yang mampu
menyeimbangkan antara mempertahankan disiplin organisasi dengan memberikan
otonomi pembelajaran kepada personel.

Integrasi teknologi pembelajaran digital juga telah mengubah konsep ruang dan
waktu dalam pendidikan kepolisian. Sebagaimana dijelaskan oleh Siemens dan Gasevic
(2012) dalam teori konektivisme, pembelajaran dalam era digital tidak lagi terbatas pada
ruang kelas fisik dan jadwal yang kaku, melainkan menjadi proses yang berkelanjutan dan
terdistribusi. Dalam konteks kepolisian Indonesia dengan karakteristik geografis
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kepulauan yang luas, transformasi ini memiliki potensi demokratisasi akses pendidikan
yang signifikan.

Efektivitas Pembelajaran Digital dalam Konteks Organisasi Hierarkis

Bukti empiris yang konsisten menunjukkan efektivitas pembelajaran digital dalam
meningkatkan hasil pembelajaran, dengan ukuran efek yang substansial berkisar 0,54
hingga 0,73. Temuan ini mendukung proposisi Model Penerimaan Teknologi yang
dikembangkan oleh Davis (1989) dan perluasannya oleh Venkatesh et al. (2003), bahwa
persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan merupakan determinan utama kesuksesan
adopsi teknologi. Namun, dalam konteks organisasi kepolisian, literatur mengungkap
dimensi tambahan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam model tradisional.

Superioritas pembelajaran campuran yang teridentifikasi secara konsisten dalam
literatur dapat dijelaskan melalui teori beban kognitif yang dikembangkan oleh Sweller et
al. (2011). Pembelajaran campuran memungkinkan optimalisasi beban kognitif dengan
memanfaatkan keunggulan masing-masing modalitas. Komponen digital memfasilitasi
akses fleksibel terhadap informasi dan memungkinkan pembelajaran mandiri, sementara
komponen tatap muka memfasilitasi transfer pengetahuan tersembunyi dan pembentukan
ikatan sosial yang penting dalam profesi kepolisian.

Dukungan organisasi yang teridentifikasi sebagai prediktor terkuat kesuksesan
implementasi sejalan dengan teori pembelajaran organisasi yang dikembangkan oleh
Argyris dan Schon (1996). Dalam organisasi kepolisian, dukungan kepemimpinan tidak
hanya berfungsi sebagai pemungkin teknis, tetapi juga sebagai pemberi legitimasi yang
mengatasi resistensi budaya dan memberikan sinyal komitmen terhadap transformasi
digital. Hal ini sangat penting dalam organisasi dengan jarak kekuasaan tinggi seperti
kepolisian, di mana dukungan dari otoritas formal sangat menentukan penerimaan inovasi.

Tantangan Implementasi dalam Konteks Indonesia

Kesenjangan digital yang teridentifikasi dalam literatur mencerminkan tantangan
struktural yang lebih luas dalam pembangunan Indonesia. Disparitas infrastruktur antara
wilayah perkotaan dan pedesaan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah keadilan
dalam akses pendidikan dan pengembangan kapasitas. Sebagaimana dijelaskan oleh James
(2012) dalam analisisnya tentang kesenjangan digital di negara berkembang, kesenjangan
ini dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada dan menciptakan stratifikasi
kemampuan dalam organisasi.

Resistensi budaya yang konsisten muncul dalam literatur internasional
menunjukkan bahwa tantangan ini bersifat universal dalam organisasi penegakan hukum.
Namun, dalam konteks Indonesia, resistensi ini memiliki nuansa khusus yang berkaitan
dengan nilai-nilai budaya lokal. Hofstede et al. (2010) dalam analisisnya tentang dimensi
budaya nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jarak kekuasaan tinggi dan
kolektivisme yang dapat mempengaruhi pola adopsi teknologi. Hal ini memerlukan strategi
manajemen perubahan yang sensitif terhadap konteks budaya lokal.
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Kompleksitas implementasi juga diperburuk oleh heterogenitas organisasi
kepolisian Indonesia yang mencakup berbagai tingkatan dari Markas Besar Polri hingga
Pos Polisi di daerah terpencil. Perbedaan kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan antar unit
memerlukan pendekatan implementasi yang berbeda dan adaptif. Literatur menunjukkan
bahwa pendekatan satu untuk semua cenderung gagal dalam konteks yang heterogen
seperti ini.

Model Implementasi yang Kontekstual

Kerangka kerja implementasi bertahap yang teridentifikasi dalam literatur sejalan
dengan prinsip-prinsip difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (2003). Model
empat fase yang berhasil memberikan struktur yang sistematis untuk mengelola
kompleksitas perubahan organisasi sambil memungkinkan adaptasi terhadap kondisi lokal.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan bertahap ini sangat relevan mengingat keterbatasan
sumber daya dan kebutuhan untuk membangun konsensus dalam budaya kolektivis.

Fase penilaian dan persiapan yang menekankan keterlibatan pemangku
kepentingan sejalan dengan prinsip manajemen perubahan partisipatif yang dikembangkan
oleh Kotter (2012). Dalam organisasi kepolisian yang hierarkis, keterlibatan ini harus
mencakup tidak hanya tingkat kepemimpinan tetapi juga manajemen menengah dan
petugas garda depan yang akan menjadi pengguna akhir sistem. Literatur menunjukkan
bahwa kegagalan dalam melibatkan pemangku kepentingan di berbagai tingkat merupakan
penyebab utama resistensi dan adopsi yang buruk.

Fase implementasi percontohan yang ditekankan dalam literatur memungkinkan
pembelajaran organisasi dan mitigasi risiko sebelum penerapan skala penuh. Dalam
konteks Indonesia dengan keragaman yang tinggi, proyek percontohan dapat berfungsi
sebagai bukti konsep yang mendemonstrasikan kelayakan dan manfaat teknologi
pembelajaran digital. Kisah sukses dari implementasi percontohan dapat menjadi alat yang
kuat untuk mengatasi skeptisme dan membangun momentum untuk adopsi yang lebih luas.

Implikasi Strategis untuk Transformasi Digital Kepolisian Indonesia

Integrasi teknologi pembelajaran digital dalam pendidikan kepolisian harus
dipahami sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih luas dalam organisasi
kepolisian Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Gil-Garcia et al. (2018) dalam
analisisnya tentang transformasi pemerintahan digital, kesuksesan transformasi digital
memerlukan keselarasan antara teknologi, manusia, dan proses. Dalam konteks kepolisian,
keselarasan ini sangat menantang karena melibatkan perubahan fundamental dalam cara
organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Personalisasi pembelajaran yang dimungkinkan oleh teknologi adaptif memiliki
potensi untuk mengatasi heterogenitas kemampuan dan kebutuhan dalam organisasi
kepolisian Indonesia. Namun, implementasi personalisasi ini memerlukan investasi dalam
kemampuan analitik pembelajaran dan pengembangan konten yang relevan secara budaya.
Literatur menunjukkan bahwa lokalisasi konten bukan hanya masalah terjemahan, tetapi
juga adaptasi budaya yang mencakup studi kasus, skenario, dan contoh yang relevan

dengan konteks Indonesia.
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Pembentukan komunitas praktik virtual yang teridentifikasi dalam literatur
memiliki potensi transformatif untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran kolaboratif
dalam kepolisian Indonesia. Mengingat penyebaran geografis dan sekat organisasi yang
sering ada, komunitas virtual dapat memfasilitasi pembelajaran horizontal yang
melengkapi transfer pengetahuan hierarkis tradisional. Namun, pembentukan komunitas
ini memerlukan perubahan budaya yang signifikan dan sistem dukungan yang memadai.

Keberlanjutan dan Pengembangan Masa Depan

Keberlanjutan implementasi teknologi pembelajaran digital memerlukan lebih dari
sekedar pemeliharaan teknis, tetapi juga inovasi berkelanjutan dan adaptasi. Literatur
menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil mempertahankan program pembelajaran
digital yang efektif adalah yang mengembangkan kemampuan internal untuk inovasi dan
perbaikan. Dalam konteks kepolisian Indonesia, hal ini memerlukan investasi dalam
pengembangan modal manusia dan penciptaan budaya yang ramah inovasi.

Teknologi yang berkembang seperti kecerdasan buatan dan realitas berimbuh yang
teridentifikasi dalam literatur menawarkan peluang untuk peningkatan lebih lanjut
pembelajaran digital. Namun, adopsi teknologi-teknologi ini memerlukan pertimbangan
yang hati-hati terhadap implikasi etis, kekhawatiran privasi, dan potensi bias algoritma.
Dalam konteks penegakan hukum, pertimbangan-pertimbangan ini sangat kritis mengingat
dampak potensial terhadap kebebasan sipil dan kepercayaan publik.

Integrasi dengan inisiatif transformasi digital yang lebih luas dalam kepolisian juga
penting untuk memaksimalkan manfaat dan menghindari duplikasi upaya. Literatur
menunjukkan bahwa pendekatan terfragmentasi yang memperlakukan pembelajaran
digital sebagai inisiatif terisolasi cenderung kurang berhasil dibandingkan pendekatan
terintegrasi yang selaras dengan strategi digital organisasi secara keseluruhan. Dalam
konteks Indonesia, hal ini memerlukan koordinasi tidak hanya dalam Polri tetapi juga
dengan inisiatif digitalisasi pemerintah yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur yang komprehensif terhadap publikasi ilmiah periode
2015-2024, penelitian ini mengungkap bahwa implementasi teknologi pembelajaran digital
dalam pelatihan kepolisian menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan
hasil pembelajaran dan kesiapan personel menghadapi era digital policing. Evolusi
teknologi pembelajaran digital telah berkembang melalui tiga generasi, dari sistem
pembelajaran berbasis komputer sederhana menuju pembelajaran adaptif berbasis
kecerdasan buatan, yang menandai transformasi paradigma fundamental dalam pendidikan
kepolisian.

Temuan utama menunjukkan bahwa pembelajaran campuran merupakan modalitas
paling efektif dengan ukuran efek substansial dibandingkan pembelajaran digital penuh
atau tradisional. Dukungan organisasi, khususnya dukungan kepemimpinan, menjadi
prediktor terkuat kesuksesan implementasi dengan korelasi terhadap hasil pembelajaran
dan kepuasan pengguna. Personalisasi pembelajaran yang dimungkinkan teknologi adaptif
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menghasilkan peningkatan 45% dalam hasil pembelajaran dibandingkan pendekatan
konvensional.

Tantangan implementasi yang teridentifikasi mencakup kesenjangan digital antara
wilayah perkotaan dan pedesaan, resistensi budaya organisasi, keterbatasan infrastruktur
teknologi, dan kompleksitas adaptasi untuk konteks Indonesia. Model implementasi
bertahap empat fase terbukti paling efektif dalam mengatasi kompleksitas perubahan
organisasi sambil memungkinkan adaptasi kondisi lokal.

Implikasi strategis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital
pendidikan kepolisian memerlukan keselarasan antara teknologi, sumber daya manusia,
dan proses organisasi. Lokalisasi konten, pembentukan komunitas praktik virtual, dan
pengembangan kemampuan internal untuk inovasi berkelanjutan menjadi kunci
keberlanjutan program. Investasi dalam infrastruktur, pengembangan kapasitas instruktur,
dan manajemen perubahan yang sensitif budaya merupakan prasyarat fundamental untuk
implementasi yang berhasil.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui validasi dan perluasan Model
Penerimaan Teknologi dalam konteks organisasi hierarkis, serta menyediakan framework
praktis untuk implementasi teknologi pembelajaran digital dalam institusi kepolisian
Indonesia. Rekomendasi untuk penelitian masa depan mencakup evaluasi longitudinal
dampak jangka panjang, studi komparatif lintas negara, dan eksplorasi teknologi emergent
seperti realitas virtual dan kecerdasan buatan dalam konteks pelatihan kepolisian.
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